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       Skripsi yang berjudul Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tafsir Hukum 
Mahkamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 adalah hasil penelitian 
yang difokuskan pada permasalahan mengenai tafsir hukum yang digunakan oleh 
Mahkamah Konstitusi dalam menentukan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi 
dalam putusannya yang bernomor 36/PUU-XV/2017. 
       Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (library research) atau hukum 
normatif yang meneliti sumber-sumber pustaka yang dipandang relevan dengan 
menggunakan sumber data berupa, buku-buku, jurnal, artikel, dan bahan-bahan 
hukum lainnya. Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan dianalisis oleh 
penulis dengan menggunakan teori fiqh siya sah yakni siya  sah shar’iyyah, siya  sah 
dusturiyyah dan siya  sah duturiyyah qadaiyah wila  yah al-maza lim untuk ditarik 
sebuah kesimpulan. 
       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tafsir hukum Mahkamah Konstitusi 
dalam putusan nomor 36/PUU-XV/2017 mengenai kedudukan Komisi 
Pemberantasan korupsi adalah menggunakan tafsir hukum yang digunakan yaitu 
tafsir hukum yang dilakukan oleh hakim, karena yang membuat putusannya 
adalah Hakim Mahkamah Konstitusi. Selain itu, teori tafsir hukum yang 
digunakan oleh hakim adalah teori tafsir hukum otentik, historis, dan ekstensif 
dalam membuat putusan tersebut untuk menenyukan kedudukan Komisi 
Pemberantasan Korupsi. 
       Sejalan dengan hasil penelitian diatas maka Mahkamah Konstitusi 
seharusnya dalam menyelesaikan masalah, Mahkamah Konstitusi tidak hanya 
menggunakan satu teori penafsiran hukum saja, karena dalam teori penafsiran 
hukum sendiri terdapat banyak sekali macamnya yang dapat digunakan oleh 
Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Mahkamah 
Konstitusi dalam membuat sebuah putusan memiliki sifat final and bainding 
yang artinya putusan tersebut bersifat akhir dan tidak dapat diganggu gugat. 
Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus benar-benar memperhatikan segala 
aspek dalam menyelesaikan permesalahan, terutama dalam melakukan penafsiran 
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A. Latar Belakang 
Sebelum manusia mengenal Undang-Undang, hukum identik dengan 
kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Hukum 
memiliki banyak sisi dan cakupan karena hukum mengatur semua bidang 
kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga 
masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus 
menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa 
menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang dimaksud dengan 
hukum dari masa ke masa.
1
 Di dalam hukum tedapat sebuah istilah, yaitu 
penafsiran hukum. Penafsiran hukum adalah sebuah upaya untuk 
menjeleskan suatu hukum agar tidak disalah artikan. 
Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga negara yang dapat 
melakukan penafsiran hukum atau Undang-Undang agar isi dari hukum 
tersebut tidak disalahtafsirkan oleh masyarakat awam karena hukum disini 
bersifat mengikat bagi seluruh golongan masyarakat, salah satunya adalah 
Makhkamah Konstitusi. Pertama yang harus dipahami adalah tentang 
pengertian apa Mahkamah Konstitusi tersebut. Mahkamah Konstitusi adalah 
lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang 
                                                             
1
Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2008, hlm. 12. 







































Pengertian tafsir disini adalah mengungkap maksud dari ayat-ayat 
atau menangkap maksud perkataan tidak menurut apa adanya saja, 
melainkan diterapkan juga apa yang tersirat.
3
 Adapun pengertian dari tafsir 
hukum adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang 
tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang 
dimaksud oleh pembuat undang-undang. 
Yang kedua harus dipahami adalah mengenai wewenang apa saja 
yang dimilik oleh Mahkamah Konstitusi untuk dijalankan. Berdasarkan 
undang-undang dasar 1945 pasal 24C ayat (1) ada lima kewenangan dan satu 
kewajiban yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitus, yaitu :
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1. Menguji undang-undang terhadap UUD. 
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh UUD. 
3. Memutus pembubaran partai politik. 
4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu umum. 
5. Selain itu, mahkamah konstitusi juga memiliki kewajiban 
memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan 
pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden 
menurutUUD. 
Jadi kasus/perkara yang dapat ditangani oleh Mahkamah Konstitusi 
adalah yang berkaitan dengan lima poin diatas. Bila ada yang mengajukan 
perkara yang tidak berkaitan dengan kasus diatas, maka Mahkamah 




Kamus Besar Bahasa Indonesia, www.kbbi.web.id 
4
Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H., M.H., Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, (Jakarta : 
Kencana), 2011, hlm. 111. 


































Konstitusi wajib untuk menolak/ tidak menerima perkara tersebut. Apabila 
Mahkamah Konstitusi tidak mengindahkannya maka akan dianggap suatu 
pelanggaran atau Mahkamah Konstitusi dinilai melakukan tindakan 
inkonstitusional. 
Sebagai lembaga negara produk reformasi, Mahkamah Konstitusi 
menjadi tumpuan ekspektasi masyarakat yang menginginkan terjadinya 
perbaikan dalam bidang penegakan hukum. Sejauh ini, Mahkamah 
Konstitusi telah merespon harapan publik tersebut melalui proses peradilan 
yang bersih dan putusan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan.
5
 
Namun akhir-akhir ini, di berbagai media yang ada baik itu media 
tulis, cetak, dan elektronik banyak yang menyayangkan putusan yang di 
keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 36/PUU-
XV/2017 mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem 
ketatangeraan di Indonesia. Dalam putusan tersebut menyatakan bahwa 
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah bagian dari lembaga eksekutif, yang 
mana hal tersebut dinilai bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya 
meskipun tak menyatakan secara jelas menyatakan bahwa pada asalnya 
Komisi Peberantasan Korupsi adalah lembaga independen. Selain itu, dinilai 
bertentangan dengan UU KPK. 
 
                                                             
5Moh. Mahfud MD, ‚Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi‛, dalam Enam Tahun Mengawal 
Konstitusi dan Demokrasi, Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi 2003-
2009, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta), 2009, Cetakan 
Pertama, hlm. Vii. 


































Padahal Mahkamah Konstitusi sendiri menekankan bahwa perlu 
adanya keadilan substantif untuk menghindari munculnya putusan yang 
mengabaikan rasa keadilan sebagaimana kerap ditemukan pada putusan 
pengadilan masa lalu.
6
 Jadi dalam putusan terdahulu dengan putusan yang 
terbaru terdapat perbedaan tafsir hakum yang dilakukan oleh hakim. 
Semula putusan Mahkamah Konstitusi hanya sekedar menyatakan 
suatu norma atau undang-undang bertentangan terhadap Undang-Undang 
Dasar, kemudian berkembang dengan memberikan tafsir suatu norma atau 
undang-undang yang diuji agar memenuhi syarat konstitusionalitas sehingga 
tidak terhindarkan Mahkamah Konstitusi membuat norma baru. Jika tafsir 
yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dipenuhi maka suatu 




Selain itu, menurut Mahfud MD yang diwawancarai oleh media 
tribunnews.com memberikan pernyataan bahwa Mahkamah Konstitusi 
dalam membuat putusan yang terbaru yaitu putusan Nomor 36/PUU-
XV/2017 mengabaikan penafsiran-penafsiran hukum yang dilakukan oleh 
hakim Mahkamah Konstitusi sebelumnya dalam memeberikan putusan 
terkait hal yang sama, yaitu mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan 
Korupsi. 
                                                             
6Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, (Yogyakarta : PT. Rajagrafindo 
Persada), 2005, hlm. 218. 
7
Ibid, hlm. 212-222. 


































Jadi dalam penelitian ini berfokus pada penafsiran hukum yang 
digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusannya yang 
bernomor 36/PUU-XV/2017 tentang kedudukan Komisi Pembarantasan 
Korupsi. Agar masyarakat dapat menerima apa yang telah menjadi putusan 
yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. 
Sedangkan dalam ranah fiqh siya<sah mengenai penafsiran hukum, 
dapat mencakup dua ranah, yaitu fiqh siya<sah shar’iyyah dan fiqh siya<sah 
wadh’iyyah. Fiqh siya<sah shar’iyyah adalah peraturan-peraturan yang 
mengatur urusan-urusan umum dan masyarakat negara, serta peraturan-
peraturan itu sejalan dengan atau tidak bertentangan dengan jiwa syariat dan 
mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan manusia dari kemudaratan 
yang dibuat oleh para penguasa negara.
8
 Hal tersebut dapat disimpulkan 
bahwa dalam menentukan suatu hukum bersumber dari norma dan etika 
agama. 
Fiqh siya<sah wadh’iyyah adalah siyasah yang dihasilkan oleh 
pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya  bukan 
bersumber pada hukum dan etika agama.
9
 Kedua fiqh siya<sah tersebut 
memiliki sumber dalam membuat hukum yang berbeda, adapun sumber dari 
fiqh siya<sah shar’iyyah adalah wahyu dan lingkungan manusia atau hukum 
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H. Ahmad Sukardja, H. Mujar Ibnu Syarif, Tiga Kategori Hukum Syariat, Fikih, dan Kanun, 
(Jakarta : Sinar Grafika), 2012, hlm. 149. 
9
Ibid, hlm. 106. 


































yang dihasilkan manusia itu sendiri.
10
 Sedangkan dalam fiqh wadh’iyyah 
bersumber dari manusia itu sendiri tanpa melibatkan wahyu dari Allah SWT 
akan tetapi hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan agama, sesuai 
dengan hadits berikut : 
َنامَاىرىحََّلىحىأْكىأَنلاَىلَىحَـىَّر ىحانطْرىشَّلاًاَْمًهًطْكيريشَىىلىعَىفْويمًلْسيمْلىا 
Artinya: ‚Kaum Muslim terikat ketentuan-ketentuan yang mereka tetapkan 
sendiri, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram‛ (HR. Al-Thabrani)11 
 Jadi dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah 
analisis mengenai penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi yang digunakan 
untuk menentukan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 
putusannya yang bernomor 36/PUU-XV/2017 dalam hukum yang berlaku 
di Indonesia, serta juga mampu menganilisis dari segi fiqh yang masuk 
kedalam fiqh siya<sah. Yang bertujuan untuk menambah wawasan serta 
lebih memahami bagaimana tafsir hukum dalam membuat putusan baik 
dari segi hukum di Indonesia dan hukum islam. 
B. Identifikasi Masalah 
Dari latar belakang masalah yang telah disampaikan menunjukkan 
terdapat beberapa ,masalah yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul 
                                                             
10
H. Ahmad Sukarja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan 
tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk, (Jakarta : UI Press), 1995, hlm. 
11. 
11
Al-Thabrani, al-Mu’jam al-Kabir, Jilid XI, hlm. 405. 


































Analisis Fiqh Siya<sah Terhadap Tafsir Hukum Mahakamah Konstitusi 
Tentang Posisi Komisi Pemberang Korupsi Dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, yaitu :  
1. Mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang awalnya 
sebagai lembaga independen menjadi lembaga eksekutif 
2. Penafsiran hukum d\alam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-
XV/2017 berbeda dengan penafsiran yang telah dilakukan dalam 
putusan-putusan sebelumnya. 
3. Penafsiran hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam 
putusannya yang bernomor 36/PUU-XV/2017 ditinjau dari fiqh siya<sah. 
C. Batasan Masalah 
Dari Identifikasi masalah diatas, maka penulis mebatasi masalah 
sebagai berikut : 
1. Analisis Terhadap Tafsir Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Posisi 
Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 36/PUU-XV/2017 
2. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tafsir Hukum Mahakamah Konstitusi 
Tentang Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 
D. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai 
berikut : 


































1. Bagaimana Analisis Terhadap Tafsir Hukum Mahkamah Konstitusi 
tentang Posisi Komisi Pemeberantasan Korupsi dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 ? 
2. Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tafsir Hukum Mahkamah 
Konstitusi tentang Posisi Komisi Pemeberantasan Korupsi dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 ? 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan penelitian terdahulu yang pernah 
dilakukan sebelumnya terkait masalah yang akan diteliti dan sebagai bahan 
telaah pustaka dan penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu untuk 
mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis 
yang pernah diteliti serta mempermudah pembaca melihat dan menilai 
perbedaan yang digunakan oleh peneliti lain dalam mengkaji permasalahan 
sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak di 
penelitian sebelumnya. 
Dari penelitian sebelumnya, penulis mengambil berbagai hasil 
penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian yang akan diteliti kali 
ini, diantaranya : 
1. Penelitan berjudul ‚Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan 
Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Objek hak Angket Oleh 
Dewan Pewakilan Rakyat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 36/PUU-XV/2017‛ oleh Mufiana pada tahun 2018. Penelitian 


































ini membahas tentang bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan 
Korupsi sebagai objek hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. 
Dalam putusan ini berfokus pada pembahasan bagaimana Komisii 
Pemberantasan Korupsi sebagai objek hak angket bila ditinjau dari 
segi Hukum di Indonesia dan dari analisis Fiqh Siyasah.
12
 
2. Penelitian yang berjudul ‚Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan 
Korupsi sebagai Lembaga Negara Bantu yang Independen dalam 
Sistem Ketatanegaraan di Indonesia‛ oleh Universitas Andalas. 
Penelitian ini membahas mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan 
Korupsi sebagai lembaga negara bantu yang independen sebelum dan 
sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-
XV/2017, yang mana di dalamnya ada sedikit penjelasan alasan hakim 
memutuskan mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi 
dalam system ketata negaraan di Indonesia. Jadi dalam penelitian ini 
pemnahasannya terfokus kepada ke independenan Komisi 
Pemberantasan Korupsi dan bagaimana kedudukan Komisi 
Pemberantasan Korupsi paska putusan Mahkamah Konstitusi nomor 
36/PUU-XV/2017. 
3. Penelitian yang berjudul ‚Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan 
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Mufiana, Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai 
Objek hak Angket Oleh Dewan Pewakilan Rakyat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
36/PUU-XV/2017, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018) 


































Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 dari Perspektif Fiqh 
Siyasah‛ oleh Yusni Nuraini pada tahun 2018. Penelitian ini 
membahas tentang bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan 
Korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-
XV/2017 ditinjau dari fiqh siyasah. Di dalam penelitian ini ketika 
menjelaskan mengenai putusan tersebeut, ada disebutkan mengenai 
pandangan hakim dalam memberikan putusan tersebut, jadi hal ini 
berbeda karena tidak menyebutkan tafsir hukum yang digunakan oleh 
hakim dalam membuat pusan tersebut. Kesimpulannya adalah dalam 
penelitian ini fokus pembahasan tereletak pada kedudukan Komisi 




4. Dalam jurnal yang ditulis oleh Theresia Ngutra, terdapat beberapa 
macam metode penafsiran yang dapat digunakan. Macam-macam cara 
penafsiran hukum ada dua macam, yaitu dalam pengertian subyektif 
dan objektif, dan dalam pengertian sempit dan luas. Berdasarkan 
sumbernya, penfasiran hukum bersifat otentik, doctrinal, dan hakim 
5. Menurut Jimly Asshiddiqie di dalam Hukum Tata Negara teradapat 
Sembilan cara penafsiran hukum, yaitu teori penafsiran letterlijk atau 
harfiah, teori penafsiran gramatikal atau interpretasi, teori penafsiran 
historis, teori penafsiran sosiologis, teori penafsiran sosio-historis, 
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Yusni Nuraini, Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 dari 
Perspektif Fiqh Siyasah, (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018) 


































teori penafsiran filosofis, teori penafsiran teleologis, teori penafsiran, 
teori penafsiran holistic tematis-sistematis.
14
 
Dalam kelima kajian pustaka diatas terdapat tiga skripsi, satu 
jurnal, dan satu buku. Yang membedakan antara ketiga skripsi diatas 
dengan penelitian ini adalah ketiga skripsi tersebut mebahas tentang 
Komosi {Pemberantasan Korupsi setelah adanya putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 sedangkan dalamm penelitian 
ini terfokus terhadapa penafsiran hukumnya dalam putusan yang 
sama. 
Selain itu, satu jurnal dan satu buku tersebut berisi tentang 
macam-macam penafsiran hukum yang dapat digunakan untuk 
menemukan penafsiran hukum yang digunakan oleh Mahkamah 
Konstitusi dalam membuat putasannya yang bernomor 36/PUU-
XV/2017. 
F. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan apa yang terdapat dalam latar belakang masalah dan 
rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui tafsir hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah 
Konstitusi terhadap posisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 
putusannya yang bernomor 36/PUU-XV/2017. 
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Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada), 
2009, hlm. 220-224. 


































2. Untuk mengetahui analisis fiqh siya<sah terhadap tafsir hukum Mahkamah 
Konstitusi tentang posisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam putusan 
Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017. 
3. Untuk menambah wawasan serta lebih memahami bagaimana tafsir 
hukum dalam membuat putusan baik dari segi hukum di Indonesia dan 
hukum islam. 
G. Kegunaan Hasil Penelitian 
Atas dasar tujuan tersebut, maka penelitian yang nerhubungan 
dengan Analisis Fiqh Siya<sah Terhadap Tafsir Hukum Mahkamah Konstitusi 
Tentang Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 adalah sebagai berikut : 
1. Teoritis, yaitu memperkaya khazanah ilmu hukum untuk membangun 
argumentasi bagi peneliti lapangan mengenai tafsir hukum Mahkamah 
Konstitusi tentang posisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam putusan 
Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017, maka inilah yang 
dijadikan objek penelitian. 
2. Praktis, yaitu dapat dijadikan sebagai pedoman oleh peneliti-peneliti yang 
akan melakukan penelitian lapangan terhadap kasus yang sama, serta 
dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk 
menafsirkan hukum agar tidak salah dalam melakukan wewenangnya. 
H. Definisi Operasional 


































Untuk mempemudah pemahaman terhadap istilah judul dan konteks 
pembahasan yang diteliti serta menghindari adanya salah tafsir, maka 
penulis memberikan definisi operasional dari masing-masing istilah yang 
digunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut : 
1. Fiqh Siya<sah adalah ilmu fiqh yang mepelajari tentang negara, yang mana 
terdapat beberapa cabang di dalamnya, yang salah satunya adalah fiqh 
siya<sah dusturiyah, yaitu tetang ketatanegraan yang ada. Jadi dari judul 
diatas dianalisis dalam fiqh siya<sah agar menemukan bidang siyasah 
yang sesuai dalam mebahas tentang penafsiran hukum oleh hakim dalam 
suatu perkara. Adapun cabang dari fiqh siya<sah yang berkaitan dengan 
penelitian ini adalah fiqh siya<sah shar’iyyah \, yang membahas penemuan 
sebuah hukum yang dilakukan berkaitan dengan hukum atau norma 
agama dan yang tidak berkaitan sama sekali. Untuk kelembagaan dalam 
negara yang berkaitan adalah fiqh siya<sah dustu@riyah cabang qada@’iyyah 
wila@yah al-Maza@lim yang mana hakim adalah bagian dari legislatif. 
2. Tafsir Hukum adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil 
yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki 
serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Adapun tafsir 
hukum yang dimaksud dalam judul adalah metode pensgfsiran hukum 
yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam menentukan 
kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. 


































3. Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai lembaga eksekutif 
yang menjadi penyebab utama permasalah ini muncul, yaitu hakim 
dalam putusannya menyebutkan pada pasal 79 Undang-Undang MD3, 
sudah jelas menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi 
merupakan bagian dari lembaga Eksekutif sehingga dapat dikenai hak 
angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 
 Jadi yang dimaksud dengan ‚Analisis Fiqh Siya<sah Terhadap 
Tafsir Hakum Mahakamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberang 
Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017‛ 
adalah  mengamati secara rinci dari segi fiqh siya<sah terhadap tafsir hakim 
tentang posisi Komisi pemberantasan Korupsi dalam putusan Mahkamah 
Konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017. 
I. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah strategi umum yang berupa tahapan-
tahapan yang terencana secara sistematis yang dianut dalam pengambilan 
data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang 
dihadapi. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian menggunakn metode 
penitian secara normatif yang berjenis doktrinal research. 
Doctrinal research adalah penelitian tentang aturan hukum, prinsip, 
konsep atau doktrin. Hal tersebut melibatkan ekposisi yang sistematis dan 
ketat, analisis dan evaluasi kritis terhadap aturan hukum, prinsip atau 
doktrin dan keterkaitan mereka. Hal tersebut juga mengatur hukum yang ada 


































dan memberikan parameter tematik tentang apa yang diinginkan oleh hukum 
tersebut. Selain itu, juga menyangkut tinjauan kritis terhadap peraturan 
perundang-undangan dan proses putusan serta kebijakan yang 
mendasarinya.
15
 Dalam penelitian ini meneliti mengenai hukum normatif 
yang ada di Indonesia, yaitu mengenai tafsir hukum yang ada dalam putusan 
Mahkamah konstitusi yang berkaitan dengan undang-undang. 
1. Data yang dikumpulkan 
Secara rinci data yang dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam 
rumusan masalah diatas adalah : 
a. Data yang berkaitan dengan tafsir hukum oleh hakim dalam Analisis 
Terhadap Tafsir Hakim Mahakamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi 
Pemberantasan Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
36/PUU-XV/2017. 
b. Data yang berkaitan dengan Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tafsir 
Hakim Mahakamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberang 
Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-
XV/2017. 
2. Sumber data 
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Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah  
dari mana data diperoleh.
16
 Dalam penelitian ini memiliki sumber data 
sebagai berikut : 
a. Sumber Skunder 
Dalam sumber skunder terdapat bahan hukum primer dan bahan hukum 
skunder, yaitu : 
1) Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum priemer adalah bahan hukum yang didapat langsung 
dari sumber utama melalui penelitian. Bahan hukum priemer dalam 
penelitian ini adalah : 
a) Undang-Udang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 
b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). 
d) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). 
e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. 
2) Bahan Hukum Skunder 
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta), 
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Bahan hukum skunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai 
bahan hukum skunder, yaitu : 
a) Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta : PT 
Rajagrafindo Persada), 2009. 
b) Taufiqurrahman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, 
(Jakarta : Kencana), 2011. 
c) Moh. Mahfud MD, ‚Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi‛, dalam 
Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi, Gambaran Singkat 
Pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi 2003-2009, Sekretariat 
Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta), 2009, 
Cetakan Pertama. 
d) Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, (Yogyakarta 
: PT. Rajagrafindo Persada), 2005. 
e) H. Ahmad Sukardja, H. Mujar Ibnu Syarif, Tiga Kategori Hukum Syariat, 
Fikih, dan Kanun, (Jakarta : Sinar Grafika), 2012. 
f) al-Thabrani, al-Mu’jam al-Kabir, Jilid XI. 
g)  H. Ahmad Sukarja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 
Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat 
yang Majemuk, (Jakarta : UI Press), 1995. 
h) Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag., Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin 
Politik, (Jakarta : Gaya Media Pratama), 2007. 
3. Teknik Pengumpulan Data 


































Jenis skripsi yang digunakan dalam skripsi ini ialah skripsi pustaka 
(Library research) yaitu meneliti terhadap sumber-sumber pustaka yang 
dipandang relevan dengan skripsi ini. Sehingga teknik pengumpulan data 
dalam skripsi ini menggunakan dan menguraikan dokumenter yang bahan 
hukum primer dan bahan hukum skunder yang telah dipublikasikan baik 
dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, maupun dalam bentuk lainnya yang 
representative yang relevan dengan skripsi ini. 
4. Teknik Pengelolaan Data 
Setelah seluruh data terkumpul dan kemudian dipaparkan dengan 
tahapan-tahapan sebagai berikut : 
a. Editing, yaitu pemriksaan kembali terhadap semua data yang telah 
diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, dan kejelasan, 
makna, keselerasan dan kesesuaian antara bahan hukum primer maupun 
bahan hukum sekunder tentang Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tafsir 
Hakim Mahakamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberang 
Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 
b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah 
diperoleh, yang kemudian dirumuskan kedalam analisis Fiqh Siya<sah 
Terhadap Tafsir Hakum Mahakamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi 
Pemberang Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
36/PUU-XV/2017 sehingga terlihat jelas hasilnya. 


































c. Analyzing, yaitu menganalisis data yang telah disusun dan 
disistematiskan kedalam analisis Fiqh Siya<sah Terhadap Tafsir Hakum 
Mahakamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberang Korupsi 
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. 
5. Teknik Analisis Data 
Data dan bahan hukum yang diperoleh dalam pengelolahan, analisis, 
dan konstruksi data dilakukan secara kualitatif dengan memberikan 
gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, 
dengan lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data. Peneliti 
menganalisis penelitian ini dengan memberikan suatu penilaian terhadap 
analisis Fiqh Siya<sah Terhadap Tafsir Hakim Mahakamah Konstitusi 
Tentang Posisi Komisi Pemberang Korupsi Dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. 
J. Sistematika Pembahasan 
Agar penulisan penelitian ini lebih mengarah kepada tujuan 
pembahasan, maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari : 
 Bab I, merupakan bab pendahuluan dari penelitian ini, yang berisi 
pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian 
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, 
metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 


































 Bab II, Landasan teori yang berisi tentang Fiqh siya<sah yang 
berhubungan dengan tafsir hukum yaitu fiqh siya<sah dusuturiyah, syar’iyyah, 
wadh’iyyah.  
 Bab III, merupakan data penelitian yang meyajikan tentang tafsir 
hukum Mahakamah Konstitusi tentang posisi Komisi Pemberang Korupsi 
dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017 yaitu berupa 
prinsip penafsiran, metode penafsiran, dan sumber penafsiram 
Bab IV, merupakan hasil analisis penelitian yang berkaitan dengan 
Analisis Fiqh Siya<sah Terhadap Tafsir Hukum Mahakamah Konstitusi 
Tentang Posisi Komisi Pemberang Korupsi Dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yaitu baik dari segi fiqh siya<sah dan 
dari segi umumnya. 
Bab V, merupakan penutup pada bab terakhir ini akan menyajikan 
simpulan dan saran. 



































LANDASAN TEORI TENTANG FIQH SIYA<SAH YANG BERHUBUNGAN 
DENGAN TAFSIR HUKUM 
A. Pengertian Fiqh Siya>sah 
       Kata fiqh siya>sah berasal dari dua kata yaitu kata fiqh (هقًفلا) dan yang 
kedua adalah al-siya>si> (َْيًساىيًسْلَ ىا). Kata fiqh secara bahasa adalah faham. Ini 
seperti yang diambil dari salah satu ayat dalam Al-qur’anََ هقفنامَ بيعشاياولاق
ؿوقتاممايرثك.17 Sedangkan kata al-siya>si> secara bahasa berasal dari kata ‚ - َىساىس-َ
َْةىساىيًس–ََيسويسىي ‛ yang memiliki arti mengatur. 
       Secara etimologis, kata siya sah merupakan bentuk masdar dari sa sa, 
yasu  su yang artinya ‚mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan 
memerintah‛. Dalam pengertian lain, kata siya  sah dapat juga dimaknai 
sebagai ‚politik dan penetapan suatu bentuk kebajikan‛. Kata sasa memiliki 
kata sinonim dengan kata dabbara yang berarti mengatur, memimpin (to 
lead), memerintah (to govern), dan kebijakan pemerintah (policy of 
government). Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan  
bahwa fiqh siya  sah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur 
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Departemen Agama, Cordova Al-qur’an & Terjemah, Bogor : 2007, surat ke 11 ayat 91 

































   
hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk 
mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.
18
 
       Adapun dari beberapa sumber yang berbeda, secara harfiyah (leksikal), 
fiqh mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Arti ini dipakai secara 
khusus dalam bidang hukum agama atau yurisprudensi Islam (menurut Ibnu 
al-Mandzur dalam lisan al-‘Arab. Menurut istilah, fiqh (fikih) adalah ilmu 
atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at, yang bersifat amaliah 
(praktis). Fikih juga merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam 
yang bersumber dari Al-qur’an dan al-Sunnah yang disusun dengan jalan 
ijtihad. Kata siyasah bersal dari akar kata َىسَىسا-ًََسَىيَىساَْةػػ  yang artinya 
mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Di dalam 
Kamus al-Munjid dan Lisan al-Arab, kata siya  sah kemudian diartikan 
pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, 
pengawasan atau perekayasaan. Untuk selanjutnya al-siya sah kadang-kadang 
diartikan, memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.
19
 
       Selain itu, fiqh siya>sah merupakan tarki>b idha>fi atau kalimat majemuk 
yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siya>sah. Secara etimologi, fiqh 
merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-
fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat 
memahami tujuan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, 
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 H. Imam Amrusi Jaelani, Nur Lailatul Musyafa’ah, M. Hasan Ubaidillah, Hukum Tata Negara 
Islam, (Sidoarjo: CV. Mitra Media Nusantara, 2013), 7 
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 Drs, Aminuddin Aziz, MM, Jurnal Kuliah Fiqh Siyahasah (Politik Islam), 1 


































fiqh lebih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang 
bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.
20
 
َىاا ىهًلْيًصْفَّػتْلاا ىهًتَّلىدىاَْنًمًةىطًبْنىػتْسيمْلاًةىيًل ىمىعْلاًةىعْػًيرَّشلَ ًـاىكْحىْلأاًابَيمْلًعْل  
Artinya: Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat 
amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafs}i@li@)21 
       Dari beberapa sumber diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai 
pengertian dari fiqh siya  sah, yaitu suatu konsep yang berguna untuk 
mengatur hukum ketatanegaraan guna menjalankan kekuasaan kebangsaan 
atau kenegaraan untuk mencapai kemaslahatan bersama serta menjauhkan 
dari kemudharatan. 
B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 
       Bidang pembahahasan dalam fiqh siyasah meliputi:
22
 
1. Fiqih Dusturi ialah mengenai ilmu kenegaraan dan bentuk serta sistem 
pemerintahan yang mencakup persoalan antara lain imamah dengan hak-
hak dan kewajibannya. 
2. Fiqih Maly ialah mengenai Baitul Mal, sumber-sumber perbendaharaan 
negara, persoalan perpajakan dan sebagainya. 
3. Fiqih Dualy’am ialah mengenai hubungan antar negara dan orang-orang 
yang tercakup dalam hukum internasional. 
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Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, Fiqih siya  sah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam. 
(Jakarta: Erlangga, 2008), 31 
21
Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Kontekstual Doktrin Politik Islam), (Jakarta: Gaya Media 
Pratama, 2001), 3 
22
L. Amin Widodo, Fiqih Siasah Dalam Hubungan Internasional, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana 
Yogya, 1994), 1 


































4. Fiqih Dualy Khas 
       Dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah, para ulama 
berbeda pendapat soal ini. Perbedaan ini dapat dilihat dari sisi jumlah 
pembagian masing-masimg ulama. Meskipun demikian, perbedaan ini 
tidaklah menjadi suatu hal yang terlalu prinsipil. Salah satu contoh misalnya, 
Imam al-Mawardi dalam kitab fiqh siayasahnya berjudul al-Ahkam al-




1. Siya  sah Dustu>riyyah 
2. Siya  sah Ma>liyyah 
3. Siya  sah Qad}a>iyyah 
4. Siya  sah Harbiyyah 
5. Siya  sah Ida>riyyah 
       Selanjutnya oleh Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul 
al-Siya sah\-Shar’iyyah, ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagi berikut:24 
1. Siya  sah Qad{a>iyyah 
2. Siya  sah Ida>riyyah 
3. Siya  sah Ma>liyah 
4. Siya  sah Dauliyyah/Siya  sah Kha>rijiyyah 
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 H. Imam Amrusi Jaelani, Nur Lailatul Musyafa’ah, M. Hasan Ubaidillah, Hukum Tata Negara 
Islam, 14 
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 Ibid, 14 


































       Sementara itu menurut Abdul Wahab Khalaf lebih mempersempit dari 
jumlah yang sudah ada dengan membagi tiga bidang kajian saja, yaitu:
25
 
1. Siya  sah Qad}a>iyyah 
2. Siya  sah Dauliyyah 
3. Siya  sah Ma>liyyah 
       Selanjutnya T. M. Hasbi malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah 
menjadi delapan bidang antara lain:
26
 
1. Siya  sah Dustu>riyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan tentang peraturan 
perundang-undangan. 
2. Siya  sah Tasyri>’iyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan tentang penetapan 
hukum. 
3. Siya  sah Qad}a>iyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan peradilan. 
4. Siayasah Ma>liyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan ekonomi dan moneter. 
5. Siya  sah Ida>riyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksaan administrasi Negara. 
6. Siya  sah Dauliyyah/Siyasah Kha>rijiyyah Syar’iyyah yaitu kebijaksanaan 
hubungan luar negeri atau internasional. 
7. Siya  sah Tanfidziyyah Shar’iyyah yaitu politik pelaksanaan undang-
undang. 
8. Siya  sah Harbiyyah Shar’iyyah yaitu politik peperangan. 




1. Fiqh Dustury ( kira-kira Dep. Perundang-undangan dan hukum). 
2. Fiqh Maliy (Dep. Keuangan). 
3. Fiqh Dauliy ( Dep. LuarNegeri). 
4. Fiqh Harbiy (Departemen Petahanan dan Keamanan). 
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       Tentu saja pembidangan tersebut di atas belum dianggap selesai dan hal 
ini akan berhubungnan dengan perubahan dan penambahan bidang-bidang 
yang diperlukan.
28 
       Dari pemaparan berbagai sumber serta beberapa pendapat ulama yang 
menguasai bidang fiqh siya sah di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan 
mengenai bagian pokok yang menjadi ruang lingkup fiqh siya  sah yaitu 
siya  sah dustu>riyyah atau biasanya juga disebut sebagai politik perundang-
undangan, siya  sah ma>liyyah atau politik keuangan dan moneter, dan yang 
terkhir adalah siya  sah dauliyyah/siya  sah kha>rijiyyah atau politik luar negeri. 
C. Pengertian Tafsir Hukum 
       Hukum b\anyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum 
hukum mengatur semua semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya 
masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu 
mengalami perkembangan dan perubahan secara terus-menerus. 
Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan 
terjadinya perubahan tentang apa yang dimaksud dengan hukum dari masa 
ke masa, sebelum manusia mengenal undang-undang, hukum identik dengan 
kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.
29
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a. Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi, hukum hanya merupakan suatu 
reachtgewohnheiten. 
b. Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang diramalkan akan 
diputuskan oleh pengadilan. 
c. Paul Bohannan yang berpaham antropologis, hukum merupakan 
himpunan kewajiban yang telah dilembagakan dalam pranata hukum. 
d. Karl Van Savigni yang berpaham historis, keseluruhan hukum sungguh-
sungguh terbentu melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu 
melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. 
e. Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, hukum adalah keseluruhan 
kondosi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keingininan pribadi. 
f. Hans Kelsen yang berpaham positivis, hukum adalah suatu perintah 
memaksa terhadap tingkah laku manusia. 
       Dari pemaparan ditas dapat diambil sebuah kesimpulan mengenai 
pengertian hukum, adalah sebuah peraturan yang bersifat mengikat dan 
mengatur masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. 
       Di dalam hukum terdapat sebuah istilah yaitu penafsiran hukum. Tafsir 
adalah menangkap maksud ayat-ayat atau menangkap maksud perkataan 
tidak menurut apa adanya saja, melainkan diterapkan juga apa yang 
tersirat.
31
 Adapun makna dari tafsir hukum adalah mencari dan menetapkan 
pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai 
dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. 
       Dalam islam, pengertian tafsir sendiri sudah tercantum dalam Al-qur’an 
surah al-Furqan ayat 33 yang berbunyi:
32
 
 َىنْػئًج َّلاًإَ ولىثىبَِ ىكىنويتْأىي ىلاىكانرًسْفىػتَ ىنىسْحىاىكَ ِّقْىلحًابَ ىك۳۳  
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Artinya: Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) 
sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datang kepadamu seuatu 
yang benar dan yang paling baik penjelesannya.
33
 
       Dari penggalan ayat diatas, sudah mewakili pengertian dari tafsir itu 
sendiri, yaitu suatu penjelesan atau keterangan dan apabila dikaitkan dengan 
hukum maka maknanya akan menjadi keterangan atau penjelesan dari suatu 
hukum yang ada. 
D. Teori Fiqh Siya  sah yang Berkaitan dengan Tafsir Hukum 
        Setelah memahami makna dari fiqh siya  sah, macam-macamnya, dan 
makna dari tafsir hukum maka yang selanjutnya adalah memahami teori fiqh 
siya sah yang berkaitan dengan tafsir hukum. Adapun beberapa teori yang 
berkaitan adalah sebagai berikut : 
1. Fiqh Siya  sah Dustu  riyah 
a. Pengertian fiqh siya  sah du  sturiyah 
       Kata dusturi berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah 
seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun 
agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk 
menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster 
(majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata 
dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau 
pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang 
mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota 
masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) 
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maupun yang tertulis (konstitusi). Di dalam pembahasan syari’ah 
digunakann istilah fiqh dustury, yang dimaksud degan dustury adalah 
prinsip-prinsip pokok bagi pemerintah  negara manapun, seperti 




       Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata dustur sama 
dengan constitution dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang 
Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata dasar dalam bahasa 
Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut. 
Dengan demikian, siya>sah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siya>sah 
yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan 
dengan nilai-nilai syari’at.35 
       Jadi dari pemaparan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan 
bahwa fiqh siya  sah dustu  riyah adalah sebuah kajian ilmu yang 
berfokus pada pembahasan masalah mengenai perundang-undangan 
suatu negara yang mana hal tersebut menjadi sebuah dasar bagi 
negara dalam menjalankan pemerintahannya agar tidak bertentangan 
dengan syari’at. 
       Persoalan di dalam fiqh siya@sah dust{u  riyah adalah hubungan 
antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta 
kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Sudah 
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tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, 
dalam fiqh dust{u@riyah dibatasi hanya pembahasan pengaturan 
perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari 
segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan 
realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Fiqh 
siya>sah dustu>riyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas 
dan kompleks. Keseluruhan persoalan dalam fiqh siya>sah dustu>riyyah 
umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok : Pertama, dalil-
dalil Kulli@y, baik ayat-ayat Al-Qur’an maupun hadis, maqosidu 
syariah, dan semangat ajaran islam dalam mengatur masyarakat, yang 
tidak akan berubah bagaimanapun peruahan masyarakat. Karena dalil 
Kulli@y tersebut menjadi unsur dinamisator dalam megubah 
masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena 
perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad 
ulama’ meskipun tidak seluruhnya.36 
b. Macam-macam fiqh siya  sah dustu  riyah 




       Pertama, Konstitusi. Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber 
dan kaedah perundang-undangan di suatu negara, baik berupa sumber 
material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun 
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penafsiran. Sumber material adalah materi pokok undang-undang 
dasar. Inti sumber konstitusi ini adalah peraturan antara pemerintah 
dan rakyat. Latar belakang sejarah tidak dapat dilepasakan karena 
memiliki karakter khas suatu negara. Pembentukan undang-undang 
dasar tersebut harus mempunyai landasan yang kuat, supaya mampu 
mengikat dan mengatur suatu masyarakat. Penafsiran undang-undang 
merupakan otoritas ahli hukum yang mampu menjelaskan hal-hal 
tersebut. 
       Kedua, Legislasi atau kekuasaan legislatif. Disebut juga al-sultah 
al-tashri’iyyah adalah kekuasaan pemerintah islam dalam membentuk 
dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu 
kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur 
masalah negara. 
       Ketiga, Ummah. Ummah dalam konsep islam sering diartikan 
dalam empat macam, yaitu a). bangsa, rakyat, kaum yang bersatu 
padu atas dasar iman/sabda Tuhan, b). penganut suatu agama atau 
pengikut nabi, c). khalayak ramai, dan d). umum, seluruh umat 
manusia. Dalam jangkauannya makna ummah berbeda dengan 
nasionalisme. Nasionalisme sering diartikan ikatan yang berdasar 
atas persamaan tanah air, wilayah, ras-suku, daerah dan hal-hal lain 
yang sempit yang kemudian menumbuhkan sikap tribalisme 
(persamaan suku-bangsa) dan primodialisme (paling diutamakan)>. 


































       Keempat, Shuru atau demokrasi. Kata shuru berasal dari akar 
kata shawara-mushawaratan, artinya mengeluarkan madu dari sarang 
lebah. Kemudian dalam istilah di Indonesia disebut musyawarah. 
Artinya segala sesuatu yang diambil/dikeluarkan dari yang lain 
(dalam forum berunding) untuk memperoleh kebaikan. Dalam ‘Ali 
‘Imron ayat 159 Nabi disuruh untuk bermusyawarah dengan para 
sahabatnya, berkenaan peristiwa uhud. 
ًَلًَهَّللاَ ىنِّم
وةىْحْىراىمًبىفَْميهنىعَ يفْعاىف" ىكًلْوىحَنًْماو ضىفن ىلًََبْلىقْلاَ ىظيًلىغانظىفَ ىتنيْكوىلىك"ْميىلََ ىتن
ًَلِّكىوىػتيمْلاَ  ب ًييَُىهَّللاَّنًإ"ًهَّللاَىىلىعَْلَّكىوىػتىػفَ ىتْمىزىعاىذًإىف"ًرْمىْلأاًَفَِْميهْرًكاىشىكَْميىلَْرًفْغىػتْساىكَىي  
Artinya: maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 
sekeliling mu, karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah 
ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 
dalam urusan itu. Dan kemudian apabila kamu telah 
membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. 





       Demokrasi, berasal dari bahasa Yunani demos artinya rakyat, 
kratein berarti pemerintah. Kemudian dimaknai kekuasaan tertinggi 
dipegang oleh rakyat. Abraham Lincoln selanjutnya mengartikan 
demokrasi adalah bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh 
rakyat, dan untuk rakyat. 
       Kekuasaan (sultah) dalam negara islam, Abdul Wahab Khallaf 
membaginya menjadi tiga bagian, yaitu: 
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1. Lemabaga legislatif (sult}ah tashri ’iyah), lembaga ini adalah 
lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membutat 
undang-undang. 
2. Lembaga eksekutif (sult}ah tanfiziyyah), lembaga ini adalah 
lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang. 
3. Lembaga yudikatif (sult}ah qada  ’iyyah), lembaga ini adalah 
lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. 
       Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam 
negara islam itu dibagi kedalam lima bidang, artinya ada lima 
kekuasaan dalam negara islam, yaitu: 
1. Sult}ah Tanfidhiyyah (kekuasaan penyelenggara undang-undang) 
2. Sult}ah Tashri’iyah (kekuasaan pembuat undang-undang) 
3. Sult}ah Qada>iyah (kekuasaan kehakiman) 
4. Sult}ah Ma>liyah (kekuasaan keuangan) 
5. Sult}ah Mura>qabah wa Taqwim (kekuasaan pengawasan 
masyarakat) 
       Adapun mengenai pentingnya kekuasaan kehakiman adalah 
untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, 
pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan 
mengembalikannya kepada yang punya hak, melindungi orang yang 
kehilangan hak-haknya, mengawasi harta wakaf dan lain-lain. 


































       Keberadaan suatu lembaga peradilan memiliki landasan yang 
kuat dalam islam. Dasar disyariatkannya lembaga peradilan dalam 
islam adalah firman Allah dalam surat Shaad ayat 26: 
َ ىكَّلًضييىػفَ َٰلىوىْلَٱًَعًبَّتىػتَ ىلاىكَ ِّقْىلحٱًبًَساَّنلٱَ ىْيىػبَميكْحٱىفًَضْرىْلأٱًَفَِنةىفيًل ىخَ ىكَٰىنْلىعىجَاَّنًإَيدۥ َيكا ىدَٰىي
َـىْوىػيَاويسىنَاىبَِ  ۢ َهديًد ىشَ هبا ىذىعَْميىلًََهَّللٱًَليًب ىسَنىعَىفو لًضىيَ ىنيًذَّلٱََّفًإَ  ۢ ًَهَّللٱًَليًب ىسَنىع
ًَباىس
ًْلحٱ 
Artinya: ‚Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah 
(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) 
di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan 
Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah 
akan mendapat azab yangt berat, karena mereka melupakan 
hari perhitungan‛.39 
      Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep 
Hukum Tata Negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang 
ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi Wilayah al-Qad}a>’, 
Wila>yah al-Maz}a>lim, dan Wilayah al-H}isbah. Wilayah al-Qad}a>’ 
adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam 
sesama warganya, baik perdata maupun pidana. 
       Wilayah al-H}isbah menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk 
menjalankan amar ma’ruf ketika yang ma’ruf mulai ditinggalkan 
orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. 
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Sehingga Wilayah al-H}isbah adalah suatu kekuasaan peradilan yang 
khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih 
luas dari Wilayah al-Qad}a>’. Wewenang Wilayah al-H}isbah 
menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk 
kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah 
SWT. 
       Adapun Wila>yah al-Maz}a>lim adalah lembaga peradilan yang 
secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya 
terhadap hak-hak rakyat. Wila>yah al-Maz}a>lim didirikan dengan 
tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para 
penguasa, pejabat dan keluarganya. Untuk mengembalikan hak-hak 
rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan 
persengketaan antara penguasa dan warga negara. Yang dimaksudkan 
penguasa dalam definisi ini menurut al-Mawardi adalah seluruh 
jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat 
paling rendah. 
2. Fiqh Siya sah Shar’iyyah 
a. Pengertian fiqh siya  sah shar’iyyah 
       Yang dimaksud dengan fiqh siya  sah shar’iyyah ialah nama bagi 
hukum yang digunakan untuk mengatur alat pelengkapan negara 
dan urusan masyarakat yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar 
syariat yang universal guna merealisasikan cita-cita kemasyarakatan 


































meskipun hal tersebut tidak dijelaskan oleh nash secara terperinci 
bsik dari al-Qur’an maupun as-Sunnah. Menurut Ibnu Aqil, ahli 
fikih dari Baghdad, siyasah shar’iyyah adalah suatu tindakan yang 
secara praktis membawa kepada kemaslahatan dan terhindar dari 
kerusakan meskipun rasulullah sendiri tidak menetapkannya dan 




Artinya: ‚Kaum Muslim terikat ketentuan-ketentuan yang mereka 
tetapkan sendiri, kecuali persyaratan yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 
haram‛ (HR. Al-Thabrani)41 
 
       Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa fiqh siya  sah 
shar’iyyah adalah sebuah hukum yang dapat dimunculkan meskipun 
di dalam nashnya tidak dijelaskan secara pasti atau tidak sama 
sekali, asalkan tidak bertentangan dengan syariat dan untuk 
kemaslahatan umat maka hukum tersbut boelh digunakan. 
b. Perbedaan Fiqh Siya  sah dengan Siya sah Shar’iyyah 
       Dari segi tujuannya, fiqh siyasah berbeda dengan politik. Menurut 
Ali Syariati seperti yang dinukil dari Prof. H. A. Djazuli, bahwa fiqh 
siyasah (siya  sah shar’iyyah) tidak hanya bertujuan menjalankan fungsi 
pelayanan (khidmah), tetapi juga pada saat yang sama bertujuan 




 Al-Thabrani, al-Mu’jam al-Kabir, Jilid XI, 405. 


































menjalankan fungsi pengarahan (ilah). Sebaliknya, politik dalam arti 
yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.
42
 
       Jika dilihat dari sumber utamanya, maka fiqh siya  sah bersumber 
dari manusia dan lingkungannya. Peraturan yang bersumber dari 
lingkungan manusia sendiri meliputi pandangan para ahli, hukum, adat, 
pengalaman manusia, dan warisan budaya yang memiliki tujuan untuk 
mencapai kebahagian dunia semata. Sementara itu, sumber utama dari 
siya  sah shar’iyyah adalah Al-qur’an, as-Sunnah, manusia dan 
lingkungannya. Karena siya  sah shar’iyyah mengajarkan pada semua 
manusia untuk mencapai kemaslahatan baik dunia maupun akhirat 
dengan berpegangan pada al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai sumber 
vertikal serta manusia dan lingkungannya sebagai horizontal.
43
 
       Jadi ada dua teori yang dapat dikaitkan dengan teori penafsiran hukum, 
yaitu fiqh siyasah duturiyah dan fiqh siyasah shar’iyyah karena dalam fiqh 
siyasah dusturiyah cabang qada’iyyah mengatur tentang lembaga peradilan 
hal ini berkaitan dengan judul, yang mana dalam judul terfokus pada 
Mahkamah Konstitusi yang merupakan salah satu lembaga peradilan di 
Indonesia. Selain itu alasan fiqh siyasah shar’iyyah berkaitan juga karena di 
dalam teorinya menyebutkan bahwa hukum yang berasal dari orang yang 
memiliki kuasa untuk membuatnya diperbolehkan untuk digunakan 
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meskipun di dalam nash tidak dijelaskan atau bahkan tidak ada hukumnya, 
asalkan tidak bertentangan dengan syariat. 
E. Sejarah Peradilan dalam Islam 
       Peradilan pada masa rasulullah saw adalah rasul sebagai hakim yang 
pertama. Setelah rasulullah saw bangkit menyampaikan risalah, beliaupun 
berindak sebagai hakim. Dengan demikian dapatlah kita menetapkan bahwa 
rasulullah saw adalah hakim pert\ama dalam Islam. Dalam Al-qur’an, Allah 
menerangkan bahwa undang-undang yang wajib dituruti oleh nabi dan 
diterapkan oleh islam. Rasulullah bertindak sebagai hakim, sebagai mubaligh 
yang menyampaikan syariat Tuhan. Para muslimin di masa rasul belum 




َيهَّللاَ ىؿىزْػنىأَاىمًَضْعىػبَْنىعَ ىؾوينًتْفىػيَْفىأَْميهْر ىذْحاىكَْميهىءاىوْهىأَْعًبَّتىػتَ ىلاىكَيهَّللاَ ىؿىزْػنىأَاىبَِْميهىػن ْػيىػبَْميكْحاًَفىأىك
ًَساَّنلاَ ىنًمَانيرًث َىَك َّفًإىكَ  ۗ َْم
ًًبِوينيذًَضْعىػًببَْميهىػبيًصييَْفىأَيهَّللاَيدًيرييَاىَّنَّىأَْمىلْعاىفَاْوَّلىوىػتَْفًإىفَ  ۗ َ ىكْيىلًإ
َىفويقًساىفىل 
Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka 
menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap 
mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian 
apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling 
(dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa 
sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah 
kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan 
                                                             
44
 T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang: PT. Pusataka Rizki 
Putra, 1997), 7. 







































       Rasulullah dalam memutuskan perkara berdasarkan wahyu yang 
diturunkan Allah kepadanya. Para penggugat dan tergugat hadir dihadapan 




       Demi tegaknya keadilan dan kejujuran, di samping berpegangan kepada 
Al-qur’an, Rasulullah saw juga membuat berbagai ketetapan sebagai 
pegangan para hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili perkara. 
Ada empat perangkat hukum yang dijadikan panduan bagi hakim dalam 
memberikan hak kepada yang berhak menerimanya, yaitu :
47
 
1. Ikrar, yaitu pengakuan dari seorang terdakwa terhadap semua dakwaan 
terhadapnya dengan jujur. 
2. Bukti, yaitu kesaksian para saksi sebagaimana disebutkan dalam sebuah 
majalah al-ah}kam al-‘adhiyah. Selain itu, alat-alat pembuktian di masa 
rasulullah saw adalah bayyinah, sumpah, saksi, bukti tertulis, firasat, dan 
qur’ah (undian).48 
3. Sumpah, yaitu suatu pernyataan yang khidmat, diucapkan pada waktu 
member keterangan atau janji atas nama Allah SWT dengan 
menggunakan salah satu huruf qasam. 
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4. Penolakan, yaitu terdakwa menolak untuk bersumpah sehingga ia tidak 
mengucapkan sumpahnya. 
       Kemudian rasulullah saw juga mewanti-wanti tugas seorang hakim 
jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat membuat keputusan yang salah 
karena sedang tidak stabil atau emosi dan faktor lainnya seperti menerima 
suap dan lain-lain. Adapun hal-hal yang dilarang adalah larangan 




       Sesudah dakwah islamiyah berkembang, rasulullah saw mengizinkan 
sebagian sahabat untuk bertindak selaku hakim, mengingat jauhnya tempat 
yang memerlukan putusan perkara dari kota Madinah. Kadang-kadang untuk 
latihan bagi para sahabat, beliau menyuruh sahabat itu memutuskan perkara 
di hadapan beliau sendiri. Hal ini merupakan petunjuk untuk mebolehkan 
memisahkan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif.
50
 
       Nabi Muhammad saw membenarkan para sahabat memberi fatwa. 
Apabila diperhatikan pada putusan-putusan hakim di masa para sahabat, 
demikian pula di masa nabi sendiri, maka terdapatlah bahwa sebagian 
hukum-hukum itu disanggah oleh yang berpekara dan diajukan lagi kepada 
                                                             
49 Prof. Dr. Alaiddin Koto, M.A., Sejarah Peradilan Islam, 44. 
50
 T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, 9. 


































hakim yang lebih tinggi untuk diperiksa kembali dan dirubah, ditambah atau 
dikurangi, ataupun dikuatkan lagi.
51
 
       Jadi dapat dikatan bahwa pada masa Rasulullah sudah ada diskusi 
dengan para sahabat mengenai kedudukan suatu kasus atau hukum yang 
berkaitan dengan hal-hal tertentu, yang  biasanya dikenal dengan istilah 
Ijtihad. Ijtihad di Indonesia sendiri sudah digunakanan dalam sistem 
peradilan yang ada baik itu di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, 
dan bahkan juga menjadi landasan hakim untuk menafsirkan hukum.
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TAFSIR HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-
XV/2017 TENTANG KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 
A. Pengertian Tafsir Hukum 
       Tafsir adalah menangkap maksud ayat-ayat atau menangkap maksud 
perkataan tidak menurut apa adanya saja, melainkan diterapkan juga apa 
yang tersirat.
52
 Adapun makna dari tafsir hukum adalah mencari dan 
menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang 
sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-
undang. 
       Selain itu, penafsiran hukum juga dapat diartikan sebagai sebuah usaha 
untuk menentukan arti atau makna suatu teks sebuah pasal berdasar pada 
kaitannya. Penafsiran pada undang-undang dengan tetap berpegangan pada 
kata-kata atau bunyi. Dalam pengertian subyektif apabila ditafsirkan seperti 
yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Dalam pengertian obyektif 
apabila penafsiran lepas dari pada pendapat pembuat undang-undang dan 
sesuai dengan adat dan bahasa sehari-hari. Dalam pengertian sempit apabila 
penafsiran dalil itu dibatasi, dan dalam pengertian luan apabila penafsiran 
dalil itu diberi pengertian yang seluas-luasnya. 
       Penafsiran juga hukum merupakan aktifitas yang mutlak terbuka untuk 
dilakukan, sejak hukum berbentuk tertulis, dimana sebuah adagium yang 
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menyebutkan bahwa membaca hukum adalah menafsirkan hukum. Teks 
hukum sudah jelas adalah satu cara saja bagi pembuat hukum untuk 
bertindak secara pragmatis seraya diam-diam mengakui bahwa ia mengalami 
kesulitan untuk untuk memberikan penjelasan.
53
 
       Jadi dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa makna dari tafsir hukum 
adalah sebuah metode atau suatu cara untuk memahami maksud dari hukum 
yang ada dan tujuan dari hukum tersebut dibentuk sesuai dengan yang 
dimaksud oleh pembuat undang-undang. Penafsiran hukum juga dapat 
diartikan sebagai sebuah penemuan hukum. Penemuan hukum adalah 
kegiatan mencari dan member makna terhadap. 
       Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum dan 
ilmu huku. Penfasiran merupakan metode untuk memahami makna yang 
terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan 




       Sebagai contoh pada peraturan perundang-undangan pada dasarnuya 
menggeneralisasikan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi. Dalam pasa 41 
UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolahan Lingkungan Hidup  
menyatakan bahwa barang siapa secara melawan hukum sengaja melakukan 
perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 
hidup, diancam dengan pidana paling lama sepuluh tahun dan denda paling 
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banyak Rp. 5.00.000.000,-. Pasal ini bersifat umum karena menunjuk subjek 
‚barang siapa‛ yang berarti siapapun terlepas dari jenis kelamin dan asal 
usulnya, yang bersangkutan harus secara sengaja melakukan perbuatannya. 
Kata sengaja mengandung arti bahwa  rencana itu memang sudah 
direncanakan sebelumnya. Undang-undang sendiri tidak merumuskan seperti 
apa perencanaan tersebut. Untuk diserahkan kepada aparat penegak hukum 
untuk menetapkannya dalam penuntutan sampai kepada putusannya di 
pengadilan. Demikian juga dengan kalimat  ‚perbuatan yang mengakibatkan 
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup‛ juga tidak dirinci satu 
demi satu.
55
 Oleh karena itu aturan ini bersifat umum dan abstrak. Untuk 
memahami apa yang dimaskud dalam undang-undang tersebut, maka harus 
mencarin tahu pada ketentuan penjelasan dari hal tersebut. hali inilah yang 
namanya sebauh penafsiran atas suatu hukum, yang baisanya banyak yang 
menyebut dengan istilah penemuan hukum. 
B. Metode Penafsiran hukum 
       Rumusan norma-norma adalah benda mati yang tidak bisa menjelaskan 
(berbicara) sendiri, sehingga perlu diberi makna oleh subjek pembacanya. 
Dalam hal ini diperlukan metode penafsiran hukum. Secara umum dikenal 
ada dua jenis  metode penemuan hukum, yaitu metode interpretasi dan 
metode konstruksi. Ada banyak metode interpretasi. Ada banyak metode 
interpretasi, yang sama lain bersifat saling melengkapi. Tiap-tiap metode 
memiliki ciri-cirinya sendiri, sehingga tidak ada petunjuk tentang metode 
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yang sesungguhnya harus dihunakan dalam sebuah kasus kongkret. Menurut 
Burght dan Winkelman, di masa lalu memang telah diperjuangkan suatu 
pedoman yang kaku pada pemilihan metode-metode interpretasi, namun 
perlawanan dengan harapan itu yang akhirnya diperoleh sekedar petunjuk-
petunjuk yang kabur, hal ini karena sulit memperoleh pemahaman tentang 
moti-motif sesungguhnya dari hakim dalam mengmbil suatu keputusan 
tertentu karena yang terlihat hanya argumen-argumen yang diekumkakan 
secara eksplisit dalam vonisnya.
56
 





       Penfsiran menurut bahasa, antara lain dengan melihat definisi 
leksikalnya. Contoh: istilah ‚pesisir‛ diartikan tanah dasar berpasir (di 
tepi laut)‛. 
2. Otentik 
       Penafsiran menurut batasan yang dicantumkan dalam peraturan itu 
sendiri, yang biasanya diletakkan pada bagian penjelasan, rumusan 
ketentuan-ketentuan umumny, maupun dalam salah satu rumusan pasal 
lainnya. Contoh: ‚semua kata lingkungan hidup‛ yang ada di dalam UU 
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup harus 
ditafsirkan sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 1 UU tersebut, yaitu 
kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, 
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termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan 
perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 
3. Teleologis (sosiologis) 
       Penafsiran berdasarkan tujuan kemasyarakata. Seringkali tujuan 
kemasyarakatan ini dimaknai secara prakmatis. Contoh: kata-kata 
‚dikuasai oleh negara‛ dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 
dtafsirkan bahwa negara tidak lagi harus menepoli sendiri pengelolaannya 
(fungsi besturen/beheren). Pemerintah sebagai repesentasi negara, cukup 
mengatur dan mengawasi (fungsi relegen dan tezichthounden). Oleh sebab 
itu  untuk sumber daya air yang notabene sumber hidup masyarakat 
banyak, tidak perlu harus diusahakan oleh badan usaha milik 
negara/daerah. Hak guna usaha air itu dapat diberikan kepada perorangan 
atau badan usaha air itu dapat diberikan kepada perorangan atau badan 
usaha (pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air). 
4. Sistematis (logis) 
       Penafsiran yang mengaitkan suatu peraturan dengan peraturan 
lainnya. Contoh: ketentuan tentang penyelesaian sengketa  di luar 
pengadilan  dalam pasal 31 sampai 33 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup ditafsirkan sejalan dengan ketentuan UU 
Nomor 30 Tahun 1999 tentang |Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa. 
5. Fituristik (antisipatif) 


































       Penafsiran dengan mengacu kepada rumusan dalam rancangan 
undang-undang atau rumusan yang di cita-citakan. Contoh: rumusan 
‚wilayah pesisi‛ ditafsirkan sebagai ‚kawasan perairan yang 
menghubungkan ekosistem darat dan laut, yang sangat rentan terhadap 
perubahan akibat aktifitas manusia di darat dan laut, secara geografis ke 
arah darat sejauh pengaruh dari darat, seperti air sungai, sedimen, dan 
pencemaran dari darat‛, menurut pasal 1 butir 3 RUU Pengelolaan 
Wilayah Pesisir. Apabila RUU ini sudah diundangkan, maka 
penafisrannya tidak dapat dikatakan lagi futuristis. 
6. Komparatif 
       Penafsiran dengan cara membandingkan peraturan pada suatu sistem 
hukum lain. Sistem hukum lain yang dimaksud di sini dapat saja  
peraturan hukum negara lain. 
7. Historistis 
       Penafsiran dengan menyimak latar belakang sejarah hukum atau 
sejarah perumusan suatu ketentuan tertentu (sejarah undang-undang). 
Contoh: kata-kata ‚hukum agrarian merupakan pelaksanaan dari 
Menifesto Politik Republik Indonesia‛ dalam konsiderans UU Nomor 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, harus 
ditafsirkan menurut pemikiran Soekarano dalam pidatonya tanggal 17 
Agustus 1960. Ia menyatakan bahwa negara harus mengatur pemilikan 
tanah dan mempimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh 
wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar 


































kemakmuran rakyat, baik secara perorangan maupun secara gotong 
royong. 
8. Restriktif 
       Penafsiran dengan membatasi cakupan suatu ketentuan. Contoh: 
istilah ‚menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup‛ dalam 
pasal 1 butir 25 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, hanya ditafsirkan sebagai menteri lingkungan hidup.  
9. Ekstensif 
       Penfasiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan. Contoh: 
istilah ‚menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup‛ dalam 
pasal 1 butir 25 UU Nomor 23 Tahun 1997 tntang pengelolaan 
lingkungan hidup, ditafsirkan secara luas mencakup semua menteri yang 
bidang tugasnya bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup, yaitu 
menteri negeri lingkungan hidup dan menteri-menteri teknis terkait pada 
kabinet tersebut. 
       Metode-metode penemuan hukum dapat dikelompokkan berdasarkan 
dua pendekatan, pertama adalah the textualist approach dan yang kedua 
adalah the purposive approach. Interpretasi gramatikal dan otentik masuk ke 
dalam kategori pendekatan yang pertam, sementara metode yang lain 
mengacu kepada pendekatan kedua.
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1. Teori penafsiran harfiah adalah penafsiran yang menekankan pada arti 
atau makna kata-kata yang tertulis. 
2. Teori penafsiran gramatikal adalah penafsiran yang menekankn pada 
makna teks yang di dalamnya kaidah hukum dinyatakan. 
3. Teori penafsiran historis, mencakup dua pengertian, pertama adalah 
penafsiran sejarah perumusan undang-undang, dan yang kedua adalah 
penafsiran sejarah hukum. 
4. Teori penafsiran sosiologis adalah konteks sosial ketika suatu naskah 
dirumuskan dapat dijadikan perhatian untuk menafsirkan naskah yang 
bersangkutan. Peristiwa yang terjadi dalam masyarakat acapkalai 
memengaruhi legislator ketika naskah hukum itu dirumuskan. 
5. Teori penafsiran sosio-historistis adalah penafsiran yang difokuskan pada 
konteks sejarah masyarakat yang memengaruhi rumusan naskah hukum. 
6. Teori penafsiran filosofis adalah penafsrian dengan fokus perhatian pada 
aspek filosofis. 
7. Teori penafsiran teleologis adalah penafsiran yang difokuskan pada 
penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan 
jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum 
terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan dan atau 
asas tersbut memengaruhi interpretasi. 
8. Teori penafsiran holistik adalah adalah penafsiran yang mengaitkan suatu 
naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersbut. 
9. Teori penfasiran holistik tematis-sistematis. 
 
       Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa berdasarkan sumbernya, 
metode penafsiran ada tiga, pertama adalah otentik, ialah penfsiran yang 
seperti diberikan oleh pembuat undang-undang, seperti yang dilampirkan 
pada undang-undang sebagai penjelas dan juga mengikat umum, yang kedua 
adalah dokrinair, ialah penafsiran yang didapat dalam buku-buku dan hasil-
hasil karya para ahli, hakim tidak terikat karena penafsiran ini hanya 
memiliki nilai teoritis, dan yang terakhir adalah hakim, ialah penafsiran yang 
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bersumber pada hakim (peradilan) hanya mengikat pihak-pihak yang 
bersangkutan dan berlaku bagi kasus-kasus tertentu.
60
 
C. Mahkamah Konstitusi dan Kewenangannya dalam Menafsirkan Undang-
Undang 
       Undang-Undang Dasar sebagai sumber utama, sebagaimana dijelaskan 
bahwa tidak boleh ada regulasi yang bertentangan dengannya. Dalam 
konteks Negara Republik Indonesia, undang-undang yang dianggap 
bertentangan dengan UUD 1945 akan/dapat diuji konstitualitasnya oleh 
lembaga yudisial yaitu Mahkamah Konstitusi.
61
 
       Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, sekarang baru dikenal lembaga 
peradilan baru yang berada dalam kekuasaan kehakiman yang disebut 
Mahkamah Konstitusi, hal tersebut dapat diketahui pada pasal 24 ayat 2 
Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kekuasaan kehakiman dilakukan 
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di 
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan 
militer, dan peradilan tata negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
62
 
       Berdasarkan atas kewenangan antara Mahkamah Agung dengan 
Mahkamah Konstitusi, maka kedua lemabaga ini memiliki kewenangan yang 
berbeda, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan dalam menangani 
perkara-perkara hukum yang terjadi dimasyarakat, maka disini Mahkamah 
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Konstitusi adalah sebuah lembaga peradilan konstitusi yang artinya 
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang menangani kasus-
kasus hukum yang berhadapan dengan konstitusi. Ada beberapa pakar yang 
menyabutkan bahwa hakim agung adalah hakim yang memutus perkara 




       Berbeda dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi memiliki 
wibawa yang sangat tinggi, bahkan dapat mengadili Mahkamah Agung, jika 
lembaga ini bersengketa dengan lembaga negara lain.
64
 Berdasarkan undang-
undang dasar 1945 pasal 24C ayat (1) ada lima kewenangan dan satu 
kewajiban yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitus, yaitu
 
menguji undang-
undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, 
memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu umum. Selain itu, mahkamah 
konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR 




       Dari salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tertera dalam 
Undang-Undang dasar 1945 tersebut, yang selalu menjadi fungsi penting 
yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif adalah 
fungsinya untuk menguji undang-undang terhadap undan-undang dasar. 
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Kewenangan tersebut dianggap yang paling penting dari kewenangan 
Mahkamah Konstitusi yang lainnya, karena pada tatanan itulah Mahkamah 
Konstitusi dapat berperan sebagai lembaga yudikatif, dimana Mahkamah 
Konstitusi sebuah lembaga peradilan tata negara yang bertugas untuk 
mengawal konstitusi dari ancaman-ancaman undang-undang yang tidak 
sesuai dengan konstitusi (UUD 1945).
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       Salah satu substansi amandemen Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 adalah lahirnya lembaga negara Mahkamah 
Konstitusi yang berfungsi menangani perkara tertentu dibidang 
ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara 
bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.
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       Ide dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi yaitu untuk menciptakan 
sebuah sistem ketatanegaraan yang di Indonesia yang menganut asas 
pemisahan kekuasaan secara fungsional dan menerapkan check and balances 
untuk menggantikan secara bertahap penggunaan asas pendistribusian 
kekuasaan dan paham integralisme dari lembaga tinggi negara. Mahkamah 
Konstitusi diberi kewenangan untuk melaksanakan prinsip check and 
balances, dan diposisikan sebagai lembaga negara dalam kedudukan yang 
setara dengan lembaga-lemabaga negara lainnya sehingga terdapat 
keseimbangan dalam penyelenggaraan negara, sekaligus diberikan 
kewenangan untuk menafsirkan konstitusi sebagai koreksi terhadap 
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       Dalam bukunya, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pentingnya 
Mahkamah Konstitusi adalah untuk memperkuat sistem check and balances 
antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk 
menjamin demokrasi. Misalnya mahakamah ini diberi fungsi untuk 
melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang 
merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenaan dengan  
berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencermikan cabang-
cabaang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.
69
 
       Dari beberapa pemaparan di atas dapat dilihat bahwa Mahakamah 
Konstitusi adalah salah satu lembaga tinggi negara yang memiliki wewenang 
untuk menangani kasus yang berkaitan tentang konstitusionalisme undang-
undang. Mahkamah Konstitusi juga merupakan sebuah lembaga yang 
bertugas  sebagai penafsir konstitusi atau Undang-Undang Dasar terhadap 
peraturan di bawahnya, agar tidak terdapat sebuah kesalahan atau saling 
bertolak belakang antara peraturan yang ada di bawah Undang-Undang 
Dasar dengan Undang-Undang dasar itu sendiri, karena apabila tidak 
terdapat satu lemabag negarapun yang memiliki fungsi khusus untuk 
menafsikan konstitusi akan terdapat beberapa kesalahan penafsiran 
terahadap suatu hukum dan juga adanya peraturan yang bertentangan dengan 
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Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki 
wewenang untuk menangani permasalah antar lembaga negara yang 
bersengketa. 
       Kenyataan bahwa perkembangan kegiatan mansuia selalu meningkat 
dari waktu ke waktu, baik jenis maupun jumlahnya menyebabkan tidak ada 
peraruran perundang-undangan yang sempurna, di dalamnya pasti memiliki 
kekurangan dan keterbatasan sehingga tidak ada peraturan perundang-
undangan yang selengkap-lengkapnya atau jelas sejelas-jelasnya dalam 
mengatur seluruh kegiatan manusia. Aturan perundang-undangan bersifat 
statis dan rigid (kaku), sedangkan perkembangan kegiatan manusia baik fisik 
maupun non-fisik (pemikiran) selalu meningkat dari waktu ke waktu. Oleh 
karena itu, suautu peristiwa kongkrit harus ditemukan hukumnya dengan 
menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangan. 
Menjelaskan, menafsirkan, dan melengkapi aturan hukumnya dilakukan agar 
hukum tidak berada diruang vakum yang tidak dapat digunakan bagi 
peristiwa kongkrit.
70
 Disini Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang 
untuk menafsirkan bukan lagi sebuah undang-undang, melainkan 
menafsirkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 
       Dalam hubungannya dengan penafsiran hukum \konstitusi, ma\ka 
menafsirkan konstitusi berarti meberikan arti atau makna dari suatu istilah 
atau kumpulan istilah dalam rumusan pasal atau ayat biasanya dilakukan 
dengan cara menguraikan atau menjelaskan maksud dari suatu yang 
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dianggap masih belum jelas. Selain itu, menafsirkan konstitusi atau undang-
undang juga berarti memberikan keterangan atau penjelasan agar dapat 
dipahami maksud atau artinya. Kebutuhan akan penafsiran tersebut timbul 
karena konstitusi tidak memuat semua kententuan normatif yang diperlukan 
dalam rangka penataan kehidupan bernegara.
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       Sebagai sebuah lembaga kekuasaan kehakiman  dalam bidang peradilan 
tata negara, hakim konstitusi dalam menangani perkara-perkara yang 
dilimpahkan kepadanya, juga dalam melakukan proses beracara, memiliki 
suatu aturan hukum tentang proses beraca di pengadilan Mahkamah 
Konstitusi, begitu juga dengan putusan hakim terhadap perkara yang 
disidangkannya, hakim juga memutus sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku di masyarakat 
Indonesia. Akan tetapi tidak sedikit putusan dari hakim Mahkamah 
Konstitusi yang juga tidak dapat diterima oleh salah satu pihak yang 
berpekara ataupun pihak lain yang merasa bahwa dalam menjatuhkan 
putusannya, hakim Mahkamah Konstitusi tidak memberikan pertimbangan 
yang sesuai dengan kaidah hukum dan ketentuan yang berasal dari Undang-
undang Dasar 1945 serta hukum yang berlaku di masyarakat. Maka dari itu 




        Mahkamah Konstitusi memiliki sifat putusannya yaitu final and 
bainding, yang artinya apabila Mahkamah Konstitusi telah membuat suatu 
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putusan, maka putusan tersbut tidak dapat diganggu gugat dan juga tidak 
dapat diajukan sebuah upaya hukum. Oleh karena dalam memutus sebuah 
perkara, Mahkamah Konstitusi diharapkan menggunakan sebuah teori 
penafsiran hukum yang jelas agar tidak merugikan beberapa pihak. 
D. Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat 
       Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan, 
diberikan tiga hak, yaitu yang pertama adalah hak untuk meminta 
keterengan dari pemerintah mengenai kebijakannya yang penting dan 
strategis juga memiliki dampak yang luas dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. Kedua adalah hak angket, yaitu hak untuk 
melakukan suatu penyelidakan kepada pelaksanaan suatu undang-undang 
atau sebuah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, 
strategis, dan memiliki dampak yang luas kepada masyarakat, bangsa, dan 
negara yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
Dan yang terakhir adalah hak untuk menyatakan sebuah pendandapat, yaitu 
Dewan Perwakilan Rakyat berhak memnyatakan pendapat mengenai 
kebijakan pemerintah atau mengenai sebuah kejadian luar biasa yang terjadi 
di Indonesia atau di luar Indonesia, mengenai tindak lanjut pelaksanaan hak 
interpelasi dan hak angket, dan yang terakhir adalah dugaan bahwa presiden 
dan/atau wakilnya didgua melakukan sebuah pelanggaran apapun bentuknya 
maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat menggunakan haknya.
73
 
                                                             
73
 Website Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, www.dpr.go.id, diakses pada tanggal 
30 Maret 2019 


































       Pertama kali hak angket dikenal di Inggris yang tepatnya pada 
pertengahan XIV dan mulanya dari  hak untuk menyelidiki dan memberik 
hukuman penyelewang-penyelewengan dalam administrasi pemerintah yang 
kemudian berubah menjadi hak untuk menuntut seorang pejabat karena 
melakukan pelanggaran jabatan. Parlemen Inggris pada tahun 1376 
merupakan pengguna pertama hak ini dengan melakukan beberapa 
pemecatan pejabat karena telah melakukan penyelewengan keuangan, yang 
dalam penggunaan hak angketnya dilakukan oleh sebuah komisi khusus yang 
memiliki tugas menyelidiki kegiatan pemerintah dan administrasi.
74
 
       Dalam pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 
menyatakan bahwa ‚hak angket adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk 
melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan 
strategis serta berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang 
diduga bertentangan dengan  peraturan perundang-undangan. 
       Bila melihat dari beberapa pemaparan diatas dapat diambil sebuah 
kesimpulan bahwa hak angket adalah hak istimewa Dewan Perwakilan 
Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap semua lembaga eksekutif 
yang dalam melaksanakan kewajiban atau wewenang yang dimilikinya 
bertentangan dengan undang-undang atau menurut undang-undang dianggap 
tidak perlu. Adapun hak angket hanya dapat berlaku pada lembaga eksekutif 
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karena hal tersebut mencakup pemerintahan, bukan memasuki ranah 
yudikatif atau legislatif. 
E. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Hukum di Indonesia 
       Di Indonesia sejarah pemberantasan korupsi telah dilaksanakan pada 
masa orde lama yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
1960 tentang Pengusutan,Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana 
Korupsi dengan menambah perumusan tindak pidana korupsi yang telah 
dijelaskan dalam KUHP dan pembentukan lembaga/tim khusus untuk 
memberantas korupsi yang dilandasi pada Keppres Nomor 228 Tahun 1967. 
Namun pada saat itu, lembaga mengenai korupsi dianggap kurang 
berkonstribusi karena tidak ada perumusan mengenai perbuatan yang 
merugikan negara. 
       Adapun pada masa orde baru, masalah tindak pidanan korupsi diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi 
yang perumusannya tetap mengacu pada pasal-pasal yang ada dalam KUHP 
dan dirumuskannya menggunakan delik formal. Sendangkan pada masa 
reformasi, undang-undang mengenai tindak pidana korupsi  kembali 
diperlengkap dan dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
dan dilakukan perubahan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, untuk 
memperkuat posisi pemberantasan korupsi yang pada saat itu di Indonesia 
dipegang oleh polri dan kejaksaan yang akhirnya dibentuk tim gabungan 
berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2000 yang dalam menjalankan fungsinya 


































masih kurang maksimal, maka dibentuklah sebuah lembaga khusus yang 
pembentukannya dilandaskan pada sebuah undang-undang baru pada saat itu  
yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang melahirkan sebuah 
lembaga yang overpower yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. 
       Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tindak 
pidana korupsi adalah setiap orang setiap orang yang dikategorikan melawan 
hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan 
maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 




       Dalam undang-undang tersebut lebih tepatnya pada pasal 1 butir 3 juga 
dijelaskan bahwa ‚pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian 
tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui 
upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 
dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku‛.76 Artinya korupsi 
adalah sebuah tindak pidana yang sangat luar biasa yang dalam menangani 
kasus meliputi segala aspek yang berlaku dalam sistem peradilan di 
Indonesia. 
                                                             
75
 Baca Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembaratasan Tindak Pidana Korupsi 
yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
76
 Baca pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 


































       Oleh karena itu, khusus untuk menangani masalah tindak pidana korupsi 
tersebut, di Indonesia dibentuk sebuah lembaga khusus untuk menangani 
kasus tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
yang tertera dalam pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2992. 
Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa ‚Komisi Pemberantasan Korupsi adalah 
lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat 
idependen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun‛. Dalam pasal 4 
menyatakan bahwa ‚Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujan 
meningkartkan daya guna dan hasi guna terhadap upaya pemberantasan 
tindak pidana korupsi‛.77 
       Masih dalam undang-undang yang sama pada pasal 6 dan pasal 7 
menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas yaitu 
‚berkoordinasi dengan isntansi yang berwenang melakukan tindak pidana 
korupsi, supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan 
pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyeledikian, penyidikan, 
dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-
tindakan pencegahan tindak pidan korupsi, dan melakukan monitor terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan negara‛. Selain itu Komisi Pemberantasan 
Korupsi juga memiliki wewenang untuk ‚mengkoordinasikan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem 
pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta 
informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada 
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instansi yang terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan 
instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, 
dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana 
korupsi‛.78 
       Selain memiliki tugas dan wewenang, Komisi Pemberantasan Korupsi 
juga berkewajiban untuk ‚meberikan perlindungan terhadap saksi atau 
pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan 
mengenai terjadinya tindak pidana korupsi, memberikan informasi kepada 
mayarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh 
data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidanan korupsi 
yang ditanganinya, menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya 
kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, menegakkan sumpah jabatan, 
dan menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan 
asas-asas‛.79 Hal tersebut tertera dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002. 
       Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi bila ditinjau dari teori 
pembagian kekuasaan, yang pada faktanya dalam sismtem ketatanegaraan, 
meyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai organ independen dan 
tidak dapat digolongkan kedalam sebafai lembaga eksekutif, dan juga tidak dapat 
digolongkan pada dua jenis lainnya. Pada faktanya kelahiran komisi independen 
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dapat menjalankan kekuasan dan kewenangan lembaga sebelumnya pada rumpun 
eksekutif dan dialihkan menjadi independen.
80
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ANALISIS TERHADAP TAFSIR HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI 
NOMOR 36/PUU-XV/2017 
A. Analisis Hukum terhadap Tafsir Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 
36/PUU-XV/2017 
       Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, 
Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi 
dapat dikenakan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Perlu diketahui 
bahwa hak angket adalah hak istimewa Dewan Perwakilan Rakyat untuk 
melakukan penyelidikan terhadap semua lembaga eksekutif yang dalam 
melaksanakan kewajiban atau wewenang yang dimilikinya bertentangan 
dengan undang-undang atau menurut undang-undang dianggap tidak perlu. 
Jadi dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa 
Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari lembaga eksekutif. 
       Hal tersebut menjadi sangat ramai diperbinjangkan selama tahun 2017 
bahkan hingga sekarang masih dianggap merupakan sebuah permsalahan. 
Perlu juga diketahui bahwa ternyata pada saat membuat putusan tersbebut, 
hakim |Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat atau penafsiran yang 
berbeda satu sama lain mengenai kedudukan dari Komisi Pemeberantasan 
Korupsi. Terdapat empat orang hakim dari total sembilan orang hakim 
Mahkamah Konstitusi yang tidak setuju dengan putusan tersebut.
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       Keempat orang hakim tersbebut berpendapat bahwa dalam membuat 
putusan dalam perkara tersbut harusnya menggunakan meotode penafsiran 
sistematis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, metode penafsiran 
sistematis adalah sebuah metode yang digunakan dengan cara mengaitkan 
suatu peraturan daengan peraturan lainnya. Jadi dalam persoalan mengenai 
kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berkaitan dengan Undang-
Undang MD3 pada pasal 79 ayat 3 mengenai hak angket tidaklah seharusnya 
dapat digunakan kepada Komisi Pemberantasn Korupsi, karena dalam pasal 
tersebut bila ditafsirkan secara seistematis tidak dapat diartikan lain bahwa 
hak angket hanya dapat digunakan kepada eksekutif.
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       Bila ditafsirkan berdasarkan penafiran historistif, yaitu dengan 
mengawasi perkebangan undang-undang dari waktu ke waktu, sudah dapat 
dilihat bahwa hak angket merupakan sebuah wewenang berbentuk 
pengawasan legislatif terhadap eksekutif selaku pemegang kekuasaan 
pemerintahan. Pengawasan yang dilakukan itu ditunjukkan untuk lembaga 
eksekutif, karena lembaga eksekutif yang melaksanakan pemerintahan 
sehari-hari, baik pelaksanaan pemerintahan yang diamanatkan langsung oleh 
undang-undang maupun pelaksanaan  pemerintah yang merupakan 
pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh eksekutif sendiri yang tujuan 
akhirnya adalah terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
83
 
       Selain itu, menurut keempat orang hakim tersebut juga menyatakan 
bahwa dalam Undang-Udndang Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi 
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Pemberantasan Korupsi bukanlah bagian dari lembaga eksekutif melainkan 
lembaga independen. Independen sendiri bila dilihat dalam Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 dapat adalah bergerak sendiri, tidak dipengaruhi oleh 
pihak manapun, dan bebas. Apabila Komisi Pemberantasan Korupsi 
dimassukkan sebagai bagian dari eksekutif tidaklagi sesuai dengan bunyi 




       Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa keempat orang hakim yang 
berbeda pendapat dengan putusan hakim tersebut menggunakan dua teori 
tafsir hukum yaitu historis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah 
tersebut. 
      Adapun dengan mayoritas hakim sehingga putusan tersebut dibuat 
adalah dengan menggunakan sebuah teori tafsir hukum otentik. Tafsir 
hukum otentik adalah penafsiran menurut batasan yang dicantumkan dalam 
peraturan itu sendiri, yang biasanya diletakkan pada bagian penjelasan, 
rumusan ketentuan-ketentuan umumny, maupun dalam salah satu rumusan 
pasal lainnya. Sebagimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa  secara 
hukum atau doktrin, apabila yang membuat undang-undang telah 
memberikan penafsirannya terhadap nrma undang-undang tersebut harus 
oleh semua pihak, teremasuk oleh pembuat undang-undang itu sendiri. 
Undang-undang yang telah diberi penafsiran otentik harus tunduk kepada 
penafsiran otentik tersbut kecuali kemudian terbukti norma-norma undang-
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undang tersebut oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan konstitusi 
dan tidak mempunyai hukum yang mengikat.
85
 
       Selain menggunakan metode tafsir hukum otentik, mereka juga 
menggunakan teori penafsiran hukum ekstensif. Metode penafsiran hukum 
ekstensif adalah penfasiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan. 
Seperti yang kata-kata yang tertera dalam putusan tersebut yakni 
penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan 
pemerintah, tidak dimaknai dalam pengertian pemerintah yang hanya 
terbatas pada eksekutif. Padahal bila dilihat kembali dari perkembangan 
sejarah munculnya hak angket, eksistensi hak angket dalam  perkembangan 
sejarah ketatanegaraan Indonesia, serta maksud dan tujuannya diadopsi hak 
angket adalah instrument untuk mengawasi pemerintah dalam pengertian 
pengawasan  terhadap eksekutif.
86
 Selain itu, karena Komsi Pemberantasan 
Korupsi memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, menurut para 
hakim wewenang tersebut sudah menjadi sebuah bukti bahawa Komisi 
Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari lembaga eksekutif. 
       Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam memutuskan perkara 
terebut terdapat beberapa teori tafsir hukum yang digunakan oleh para hakim 
dalam membuat putusan tersebut, yaitu dari pihak yang setuju atu mayoritas 
sehingga putusan tersebut terbentuk adalh dengan menggunakan teori tafsir 
otentik, ekstensif, dan historistis yang menghasilkan sebuah keputusan 
bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari lembaga 
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eksekutif dan dapat dikenakan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 
Adapun bagi hakim yang tidak setuju memiliki metode penafsiran yang 
berbeda dalam menyelesaikan masalah tersebut yaitu menggunakan metode 
tafsir sistemastis dan historis, sehingga menghasilkan putusan bahwa Komisi 
Pemberantasan Korupsi merupakan sebuah lembaga indepen yang tidak 
dapat dikenai hak angket dan hanya bertanggung jawab kepada presiden 
untuk segala tugas yang dilakukannya. 
       Penulis sendiri lebih condong kepada keempat hakim yang merasa 
keberatan dengan putusan tersebut, yaitu dengan menggunakan teori tafsir 
hukum sistematis dan historis, karena permasalahan tersebut tidak hanya 
berkaitan dengan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat tetapi juga berkaitan 
dengan Komisi Pemberantasan korupsi, sehingga tidak sepatutnya pengujian 
undang-undang tersebut hanya terfokus pada undang-undang tersebut saja 
melainkan harus dikaitkan juga dengan undang-undang yang mengatur 
tentang Komisi Pemeberantasan Korupsi agar putusan yang dihasilkan lebih 
obyektif. Selain itu bila dilihat dari sejarahnya, Komisi Pemberantasan 
Korupsi dibentuk karena pada suatu masa Negara Republik |Indonesia 
mengalami tingkat kejahatan tindak pidana korupsi yang amat sangat besar 
sehingga dibentuk sebuah lembaga khusus yang bersifat independen khusus 
untuk memberantas korupsi, yang pertanggungjawabannya kepada presiden 
langsung. Dalam perkembangannya tidak pernah ada yang mengatakan 
bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi masuk ke dalam ranah eksekutif, 
melainkan tetap terfokus pada sebuah lembaga independen. 


































       Selain itu juga dapat menggunakan tafsir otentik, untuk menafsirkan 
pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dijelaskan bahwa 
pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk 
mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, 
supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 
di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa 
Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki banyak sekali wewenang sebagi 
subah lembaga negara karena korupsi merupakan sebuah tindak pidana luar 
biasa, dan bila dikaitkan dengan metode penafsiran ekstensi Komisi 
Pemberantasan Korupsi tidak lagi dapat dikatakan masuk ke dalam bagaian 
eksekutif tapi menjadi lembaga yang hampir mencakup semuanya. 
       Selan itu, Mahkamah Konstitusi juga dapat menggunakan teori 
penafsiran teleologis, adalah penafsiran yang difokuskan pada penguraian 
atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. 
Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau 
asas sebagai landasan dan bahwa tujuan dan atau asas tersbut memengaruhi 
interpretasi. Jadi Mahkamah Konstitusi juga dapat berfokus pada dengan 
tujuan dan landasan Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk. 
       Dapat ditarik sebuah kesimpulan dari pemaparan diatas, bahwa tafsir 
hukum yang digunakan adalah tafsir hukum yang dilakukan oleh hakim, 
karena yang membuat putusannya adalah Hakim Mahkamah Konstitusi. 


































Selain itu, teori tafsir hukum yang digunakan oleh hakim adalah teori tafsir 
hukum otentik, historis, dan ekstensif dalam membuat putusan tersebut. 
B. Analisis Fiqh Siya>sah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-
XV/2017 
       Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, teori fiqh siyasah yang 
berkaitan dengan penafsiran  hukum ialah fiqh siya>sah dustu>riyah. Dalam 
cakupan ruang lingkup fiqh siya>sah dustu>riyah salah satunya adalah 
konstitusi. Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaedah perundang-
undangan di suatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, 
sumber perundang-undangan maupun penafsiran. Sumber material adalah 
materi pokok undang-undang dasar. Inti sumber konstitusi ini adalah 
peraturan antara pemerintah dan rakyat. Latar belakang sejarah tidak dapat 
dilepasakan karena memiliki karakter khas suatu negara. Pembentukan 
undang-undang dasar tersebut harus mempunyai landasan yang kuat, supaya 
mampu mengikat dan mengatur suatu masyarakat. Penafsiran undang-
undang merupakan otoritas ahli hukum yang mampu menjelaskan hal-hal 
tersebut. 
       Apabila dikerucutkan kembali karena yang membuat putusannya adalah 
Mahkamah Konstitusi maka teori fiqh siya>sah yang digunakan adalah teori 
fiqh siya>sah dutu>riyah yang berkaatan dengan lembaga yudikatif (sult}ah 
qad}a ’iyyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan 
kekuasaan kehakiman. 


































       Di dalam perkembangan sultah qad}a>’iyyah, lembaga peradilan dalam 
konsep Hukum Tata Negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang 
ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi Wilayah al-Qada>’, Wila>yah 
al-Maz}a>lim, dan Wilayah al-H}isbah. Wilayah al-Qada>’ adalah lembaga 
peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik 
perdata maupun pidana. 
 Adapun yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut 
yang di dalamnya berkaitan dengan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Wila>yah al-Maz}a>lim, yaitu 
lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa 
dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Karena dalam Wila>yah al-
Maz}a>lim didefinisikan sebagai lembaga negara peradilan yang 
menyelasaikan penyelewangan pejabat negara dalam menjalankan tugasnya, 
seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar 
kepentingan/hak-hak rakyat saja serta perbuatan pejabat negara yang 
melanggar HAM.
87
 Meskipun dalam putusan tesebut tidak mengatakan 
bahwa Undang-Undang MD3 tidak merugikan langung kepada masyarakat, 
akan tetapi merugikan kepada salah satu lembaga negara yang wewenang 
menangani korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang awalnya 
dianggap sebagai lembaga independen menjadi bagian dari lembaga 
eksekutif, maka Mahkamah Konstitusi boleh menangani kasus tersbut. 
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       Selain itu, dalam Islam tidak ada suatu hukum yang langsung berkaitan 
dengan korupsi, melainkan dengan ayat yang berpacu pada pencurian dan 
pengambilan hak orang lain, juga tidak ada penjelasan mengenai hak angket 
atau pengawasan terhadap suatu lembaga, maka dalam teori  fiqh siya  sah 
shar’iyyah, ialah nama bagi hukum yang digunakan untuk mengatur alat 
pelengkapan negara dan urusan masyarakat yang sejalan dengan jiwa dan 
prinsip dasar syariat yang universal guna merealisasikan cita-cita 
kemasyarakatan meskipun hal tersebut tidak dijelaskan oleh nash secara 
terperinci baik dari Al-qur’an maupun as-Sunnah. Untuk mencapai suatu 
kemaslahatan, boleh dilakukan suatu tindakan yang secara praktis membawa 
kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan meskipun rasulullah 
sendiri tidak menetapkannya dan wahyu mengenai hal itu tidak ada. Bisa 
dikatan teori fiqh siya  sah shar’iyyah merupakan suatu bentuk dari sebuah 
metode penafsiran hukum dalam Islam. 
       Bila dilihat dari pengertiannya, maka dengan Mahkamah Konstitusi 
menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi bagian dari lembaga 
eksekutif agar dapat dikenai hak angket, maka hal tersebut boleh-boleh saja 
karena dikhawatirkan apabila tidak ada lembaga khusus untuk langsung 
mengawasi Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menyebabkan 
penyalahgunaan wewenang yang telah diberikan. 
       Selain itu, dalam sejarah perkembangan Islam pada masa Rasulullah 
SAW, dalam memutuskan perkara Rasulullah menggunakan dasar wahyu 
yang diturunkan Allah kepadanya. Para penggugat dan tergugat hadir 


































dihadapan nabi, maka beliaupun mendengar keterangan para pihak yang 
sedang berpekara. Di samping berpegangan kepada Al-qur’an, Rasulullah 
saw juga membuat berbagai ketetapan sebagai pegangan para hakim dalam 
menjalankan tugasnya untuk mengadili perkara. Ada empat perangkat 
hukum yang dijadikan panduan bagi hakim dalam memberikan hak kepada 
yang berhak menerimanya, yaitu ikrar, bukti, sumpah dan penolakan. 
       Kemudian rasulullah saw juga mewanti-wanti tugas seorang hakim 
jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat membuat keputusan yang salah 
karena sedang tidak stabil atau emosi dan faktor lainnya seperti menerima 
suap dan lain-lain. Adapun hal-hal yang dilarang adalah larangan 




       Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi boleh 
melakukan penafsiran hukum dan mengurus perkara Undang-Undang MD3 yang 
bekaitan dengan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi 
Pemberantasan Korupsi berasarkan teori fiqh siyasah dusturiyah yang menacakup 
konstitusi dan beradasarkan fiqh siya>sah dustu>riyah qad}a>’iyyah Wilayah al-
Maz}a>lim. Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi sah-sah saja apabila 
ditafsirkan menurut teori fiqh siya  sah shar’iyyah, karena dalam putusan tersebut 
bertujuan untuk kemaslahatan umat. Selain itu, menurut baginda Rasulullah saw 
boleh menafsirkan hukum yang belum ada dalam Al-qur’an dan as-Sunnah, 
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asalkan tidak bertentangan dengan pedoman syari’at Islam, karena pada masyara 
Rasulullah saw sendiri selain menggunakan Al-qur’an, beliau juga membuat 
berbagi ketetapan agr dapat digunakan oleh hakim sebagai pedoman untuk 
menyelesaikan suatu perkara. 



































  PENUTUP\ 
A. Kesimpulan 
1.  Dari analisis hukum terhadap tafsir hukum Mahkamah Konstitusi dalam 
putusan nomor 36/PUU-XV/2017 mengenai kedudukan Komisi 
Pemberantasan korupsi adalah menggunakan tafsir hukum yang 
digunakan yaitu tafsir hukum yang dilakukan oleh hakim, karena yang 
membuat putusannya adalah Hakim Mahkamah Konstitusi. Selain itu, 
teori tafsir hukum yang digunakan oleh hakim adalah teori tafsir hukum 
otentik, historis, dan ekstensif dalam membuat putusan tersebut. 
2.  Berdasarkan analisis fiqh siya  sah Mahkamah Konstitusi boleh melakukan 
penafsiran hukum dan mengurus perkara Undang-Undang MD3 yang 
bekaitan dengan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi 
Pemberantasan Korupsi berasarkan teori fiqh siya  sah dusturiyah yang 
menacakup konstitusi dan beradasarkan fiqh siya  sah duturiyah 
qad}a>’iyyah Wilayah al-Maz}a>lim. Selain itu putusan Mahkamah 
Konstitusi sah-sah saja apabila ditafsirkan menurut teori fiqh siya  sah 
shar’iyyah, karena dalam putusan tersebut bertujuan untuk 
kemaslahatan umat. Selain itu, menurut baginda Rasulullah saw boleh 
menafsirkan hukum yang belum ada dalam Al-qur’an dan as-Sunnah, 
asalkan tidak bertentangan dengan pedoman syari’at Islam, karena pada 
masyara Rasulullah saw sendiri selain menggunakan Al-qur’an, beliau 



































juga membuat berbagi ketetapan agr dapat digunakan oleh hakim 
sebagai pedoman untuk menyelesaikan suatu perkara. 
B. Saran 
1.  Dalam menyelesaikan masalah, Mahkamah Konstitusi tidak hanya 
menggunakan satu teori penafsiran hukum saja, karena dalam teori 
penafsiran hukum sendiri terdapat banyak sekali macamnya yang dapat 
digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sebuah 
permasalahan. 
 Mahkamah Konstitusi dalam membuat sebuah putusan memiliki sifat final and 
bainding yang artinya putusan tersebut bersifat akhir dan tidak dapat diganggu 
gugat. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus benar-benar memperhatikan 
segala aspek dalam menyelesaikan permesalahan, terutama dalam melakukan 
penafsiran hukum karena hal tersebut akan memberikan pengaruh kepada 
keseluruhan pihak yang bersangkutan. 
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